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ABSTRAK

Penelitian ini bersifat lapangan (fie/d research) yang berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” untuk menjawab pertanyaan, pertama,
apa yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan.
Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau
duda di desa Babadan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan.
Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan
masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Data yang telah
terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan
pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi
penetapan bagian waris janda atau duda adalah kuatnya tradisi pembagian waris
setempat yang sudah berlaku dalam waktu yang lama. Menurut mereka pembagian
secara merata kepada para ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda
dan anak tanpa adanya pembedaan di antara mereka adalah merupakan cara
pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah
sama-sama kerabat yang utama bagi muwarris, schingga tidak perlu adanya
pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau duda
dengan anak Selain karena alasan kepatuhan terhadap tradisi yang ada, alasan lain
adalah karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam.

Penetapan bagian duda atau janda yang sama besar dengan bagian anak adalah
sudah sejalan dengan hukum Islam dengan ketentuan ahli waris telah mengetahui
bagiannya dan saling merelakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI “para
ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya”

Sejalan dengan kesimpulan di atas, bagi para tokoh masyarakat dan tokoh
agama diharapkan mensosialisasikan pengetahuan tentang hukum waris Islam,
sehingga masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati.
Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya,
terutama dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab
maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya
dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua,
kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang
membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan
lingkungannya. Selain itu, kematian juga menimbulkan kewajiban orang lain
terhadap dirinya (s/ mayyif) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya.
Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu
adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli

waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara



(baitul mal) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan
tersebut.'

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu
hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta
peninggalan kepada keluarganya (ahli waris). Yang dikenal dengan hukum waris.
Dalam hukum positif di Indonesia, dikenal hukum waris yang berasal dari hukum
adat bangsa Indonesia, hukum waris dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(BW),dan hukum waris dalam syari’at Islam.’

Semua hukum waris tersebut menentukan orang-orang yang berhak
menjadi ahli waris, berapa bagiannya, bagaimana ketentuan pembagiannya serta
berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
dalam pembagian harta warisan mereka tidak menggunakan ketentuan yang ada
dalam hukum Islam. Ahli waris utama yang berhak mendapat waris dalam
masyarakat Desa Babadan adalah suami atau istri dan anak. Selama ada suami
atau istri dan anak maka ahli waris yang lain tidak berhak mendapat harta waris,
seperti ayah, ibu, saudara atau yang lain seperti yang ada dalam ketentuan

hukum Islam.’

! Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2008), 1.

* Ibid.,2.
3 Masyhud, Wawancara, Babadan, 21 Juni 2011



Begitu pula dengan penetapan bagian masing-masing ahli waris, tidak
ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Harta waris dibagi rata di antara
semua ahli waris. Bagian anak laki-laki, anak perempuan dan bagian suami

(duda) atau istri (janda) besar bagiannya adalah sama.

Jika dilihat dari agama, masyarakat Babadan mayoritas adalah Islam.
Dan bagi orang Islam telah diatur hukum yang mengatur tentang warisan.
Bahkan al-Qur’an dan hadis telah menerangkan akan kewajiban menggunakan
ilmu faraid dalam pembagian harta waris.

Dalam syari’at Islam ilmu tersebut dikenal dengan figh Mawaris atau
faraid yaitu merupakan seperangkat Kketentuan yang mengatur cara-cara
peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih
hidup dengan ketentuan-ketentuan yang didasarkan kepada al-Qur’an. yaitu
ketentuan banyak sedikitnya pembagian harta waris menurut hukum Islam
(firud al-muqaddarah).?

Dalam hukum Islam ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang
menerima harta waris, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan
wala’ dan hubungan dengan sesama Islam.’ Dua hubungan terakhir saat ini

banya sebagai wacana saja.

4 M. Idris Ramulya, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Perdata (BW),

(Jakarta: Sinar Grafika,tt), 37

> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004),174.



Hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan arti
bahwa suami (duda) ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri (janda)
ahli waris bagi suaminya yang meninggal.

Berlakunya hubungan kewarisan antar suami dengan istri didasarkan pada
dua ketentuan:

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah
Keduva: di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu
pihak meninggal dunia. ®

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat
teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi laki-laki
maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak
pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli
warisnya.7

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian
yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukannya terhadap
pewaris. Apakah menjadi anak, ayah, istri, kakek, ibu dan lain-lain. Seperti:

1. Bagian anak laki-laki mendapat ‘asabah

2. Bagian anak perempuan mendapat:

¢ Ibid., 188.

" Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995), 32.



a. Asabah bi al-gayr apabila bersama dengan anak laki-laki

b. Dua pertiga (2/3) apabila jumlahnya lebih dari satu

c. Setengah (1/2) apabila sendirian
3. Bagian suami (duda):®

a. Setengah (1/2) apabila tidak ada anak atau cucu

b. Seperempat (1/4) apabila bersama anak atau cucu
4. Bagian istri (janda):

a. Seperempat (1/4) apabila tidak ada anak atau cucu

b. Seperdelapan (1/8) apabila bersama anak atau cucu

Allah SWT menjelaskan permasalahan waris ini secara terperinci di

dalam al-Qur’an, yaitu terdapat dalam surat an-Njsa’ (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33,
dan 176 dan surat a/-Anfal (8) ayat 72 dan 75, serta surat a/-Ahzab (33) ayat 6.

Surat an-Nisa’(4): ayat 12 tentang bagian waris duda dan janda

35 5 555 G 2806 Mg 0 0806 35 o 2% T by el A Lty 1S5
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Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mercka tidak mempunyai anak. jika istri-

54.

8 Otjie Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2002),



istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat secperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka
Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (secibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibvat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang
demikian itu sebagai) syari‘at yagng benar-benar dari Allah, dan Allah Maha

mengetahui lagi Maha Penyantun.

Setiap muslim wajib melaksanakan ketentuan hukum Islam selama tidak
ada ketentuan lain (yang datang kemudian setelah ketentuan terdahulu).
Demikian pula mengenai hukum faraid tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang
menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan faraid itu tidak
wajib. Di dalam surat an-Nis# ayat 13 dan 14 Allah menetapkan sebagai
berikut:'® Ayat 13: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan
dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai,
sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.””’ Dan

ayat 14: “dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

79.

® Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t),

1 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis) ,

(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

! Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnya,,79.



melanggar ketentvan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam
api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang

menghinakan. "

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah
SWT. Agar kaum muslimin melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan
ketentuan al-Qur’an. Sebagaimana pula yang disabdakan Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud yang artinya berbunyi sebagai
berikut: “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-

Qur’an)”

Namun ada sebagian pendapat yang mengemukakah bahwa pembagian
waris boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada dalam al-
Qur’an yang pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah di

antara keluarga.13

Pendapat di atas sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang
sifat-sifat hukum, yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang
mengatur. Disebut sebagai hukum yang memaksa apabila ketentuan hukum

yang ada tidak dapat dikesampingkan. Dan disebut hukum yang mengatur

2 1bid,
B Ibid, 4.



apabila teks hukum yang ada dapat dikesampingkan seandainya para pihak

berkeinginan lain sesuai musyawarah di antara mereka.

Sesuai dengan uraian di atas, perlu diadakan penelitian terhadap
fenomena yang terjadi di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten
Ponorogo, bagaimana pemahaman yang melatarbelakangi masyarakat desa
Babadan membagi harta warisan tidak sesuai hukum Islam. Khususnya bagian
janda atau duda yang sama besarnya dengan bagian anak. Atau hal lain yang

menjadi suatu sebab pembagian waris janda atau duda di desa Babadan.

Penulis bermaksud meneliti persoalan tersebut karena adanya
kesenjangan dengan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk
skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN
BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA BABADAN

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah
dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:
1. Penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan

Babadan kabupaten Ponorogo.



2. Dampak penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

3. Dasar hukum penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

4. Metode pengambilan hukum dalam penetapan waris janda atau duda di desa
Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

5. Latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

6. Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di
desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti

membatasi masalah dalam pembahasan ini hanya dengan:

1. Latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

2. Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di

desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

C. Rumusan Masalah
Berpijak dari judul penelitian dan deskripsi pada latar belakang
masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian

ini, yaitu :
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1. Apa yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda di desa
Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau

duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan
teori terdahulu. Penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap masalah bagian
waris janda atau duda. Penulis menjumpai beberapa skripsi yang membahas
tentang bagian waris janda atau duda, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zainul Musthofa Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel Surabaya 2005 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap
Pembagian Harta Waris dan Gono-gini Bagi Janda di Desa Pateraman
Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan”. Skripsi ini membahas tentang
pandangan masyarakat bahwa janda tidak mendapat harta waris dari harta
gono-gini karena suami (pewaris) lebih mengutamakan kemaslahatan anak
daripada janda. Dan dianalisis menggunakan hukum Islam."

2. Skripsi yang ditulis oleh Ubaidillah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel

Surabaya 2008 dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

4 Zainul Musthofa, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris dan Gono-gini
Bagi Janda di Desa Pateraman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, skipsi 2005, Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
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meninggal dalam masa idah. Jika di luar masa idah istri tidak berhak
mendapat warisan.'®
4. Skripsi yang ditulis oleh Wazdifur Rahman Fakultas Syariah IAIN Sunan
Ampel Surabaya 2011 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus
Pembagian Waris dari Harta Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa
Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.” Skripsi ini
membahas tentang pembagian waris untuk istri dan saudara, maka sebelum
harta dibagi kepada ahli waris, harta dipisahkan terlebih dahulu setelah itu
baru dibagi kepada istri dan saudara.'’
Sedangkan penulis akan membahas tentang Analisis Hukum Islam
Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau duda di desa Babadan kecamatan
Babadan kabupaten Ponorogo. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan
bagaimana pemahaman masyarakat desa Babadan  kecamatan Babadan
kabupaten Ponorogo yang melatarbelakangi pembagian waris janda atau duda
mendapat bagian waris yang sama besarnya dengan bagian anak. Dan untuk
mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris

janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

16 Ahmad Zainuddin, Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Pendapat Imam
Syafi’i tentang Hak Waris Istri yang Ditalak Tiga Sekaligus oleh Suami yang Sakit, skipsi 2008,
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan AmpelSurabaya.

V7 Wazdifur Rahman, Tinjsuan Hukum Islam Terhadap Kasus Pembagian Waris dari Harta
Gono-gini Untuk Istri dan Saudara di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,
skipsi 2011, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
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Dengan demikian jelas bahwa skripsi ini belum pernah ada yang
membahas sebelumnya.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian menurut Semaoen dan Siagian (1996) adalah
pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan hendak dicapai.'® Adapun
tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di desa
Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda
atau duda dengan bagian yang sama besarnya dengan anak di desa Babadan

kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagian waris janda atau duda
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau
pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang

berkaitan dengan masalah bagian waris janda atau duda

'8 Masyhuri dan M. Zainuddin, Mefodologi Peneclitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2009),91.
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G. Definisi Operasional
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan

kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan

beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya)."

2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan tentang bagian waris janda atau
duda berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Serta hukum syara’ yang terhimpun
dalam pendapat ulama’ fikih klasik dan kontemporer dan kompilasi hukum
Islam. \

3. Waris adalah harta peninggalan yang berpindah dari seorang yang sudah
meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya.

4. Janda adalah istri si mayyit yang mendapat bagian sama besar dengan
bagian anak di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

5. Duda adalah suami si mayyit yang mendapat bagian sama besar dengan

bagian anak di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo

19 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.
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H. Metode Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis
memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu
sebagai berikut® :
1. Data yang dikumpulkan
Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya dapat
dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat,
maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:
a. Data tentang latar belakang penetapan bagian waris janda atau duda di
desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
b. Data tentang hukum Islam terhadap penetapan bagian waris janda atau
duda di desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
2. Sumber data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari
mana data dapat diperoleh.”' Maka berdasarkan data yang akan dihimpun di
atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber data primer
Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara

langsung dari subyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Rineka
Cipta. Cet. V, 2002), 194.

2 1bid, 129.
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adalah masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten
Ponorogo yang melakukan penetapan bagian waris janda atau duda

dengan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak.

. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-literatur mengenai
waris, antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam

2) Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam

3) AW. Widjaja, Hukum Waris Indonesia

4) Teungku Muhammad Hasbiash-Shiddiqi, Figih Mawaris

5) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum
Kewarisan Islam

6) Fatchur Rahnman, /lmvu Waris

7) Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris
Islam (Lengkap dan Praktis)

8) Ali Parman, Kewarisan Dalam Al- Qur’an

9) Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam

10) Sayyid Sabiq, Figh Sunnah

11) Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam

12) Otje Salman dan Musthofa Ahmad, Hukum Waris Islam
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3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan dengan jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-
gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Maka,
pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan Interview yaitu suatu cara
yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan
keterangan secara lisan dari responden.” Narasumber yang akan
diwawancarai adalah:

1) Masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo
yang melakukan penetapan bagian waris janda atau duda dengan
bagian yang sama besarnya dengan bagian anak.

2) Tokoh masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten
Ponorogo.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data.
Analisis data adalah proses mengatur  urutan-urutan  data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

data.® Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni

2 Koentjaranigrat, Metodologi Penclitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia Utama, 1990),
129

2 Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
cet. 26, 2009), 248
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secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan
tidak ada yang terlupakan.?*

Dalam penclitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif,
dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif, yaitu proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dan metode analisis
deskriptif adalah metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran
terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada sehingga
membentuk konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas.
Kemudian data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai
dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dengan pola pikir deduktif. Hasil
penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi
sebagai hasil pemecahan permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi
ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap
bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara

garis besarnya sebagai berikut :

2 Abdulkadir Mvuvhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 172
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang membahas tentang
Hukum Kewarisan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian
kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan
Islam, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab dan penghalang
kewarisan dalam Islam, para ahli waris dan jumlah bagiannya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo dan hasil penelitian terhadap
penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan kecamatan Babadan
kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis
lakukan terhadap penetapan bagian waris janda atau duda di desa Babadan
kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo dengan .menggunakan analisis hukum
Islam.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran

yang penulis paparkan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.



BABII

WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian waris

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa arab (&/_us) bentuk masdar’ dari kata
wari$a-yarisu-irsan-mirasan’ Bentuk jamaknya adalah (2x\s<), yang berarti
harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli
Wazisuya.3

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih
dikenal dengan istilah faraid, Kata faraid merupakan bentuk jamak dari
faridah yang diartikan oleh ulama Faradiyyun semakna dengan kata

mafiudah, yaitu bagian yang telah dipastikan kadarnya. Diartikan demikian

! Masdar adalah isim atau kata benda yang menunjuk kepada peristiwa yang tidak disertai
penunjukan waktu. Lihat Hifni Bek dkk, Qawa’id al-Lugah al-‘Arabiyah, (Jakarta: Ulum Press, 1986),
160.

2 Ahmad Warson Munawwir, A/- munawwir kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka

Progresif, 1984), 1550.
3 Dian khoirul Umam, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),11.

20
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karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat
mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.*

Kata fardu, sebagai suku kata dari kata faridah menurut bahasa
mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Taqdir, yaitu suatu ketentuan, seperti firman Allah SWT:

<z 0z

e U i L 5B 2 S
Artinya: “..padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah
seperdua dari yang telah kamu tentukan...” (al-Baqarah: 237)°

2. Qat’vyaitu ketetapan yang pasti, seperti dalam firman Allah:

(V) Vogphs o 557310 35 & 053395 01050 55 G Lo ...

Artinya: “..dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun
banyak menurut bagian yang telah ditentukan.” (an- Nisa“: 7)°

3. Inzalyaitu menurunkan, seperti firman Allah:

. a2, 1 < H zr0f- - 4 & g
(A0)... das Jf 45 uT"lJ,l.,Loua’ s o)

Artinya: “ sungguh Zat yang menurunkan al-Qur’an kepadamu, benar-benar
akan mengembalikan kamu ke tempat pengembalian. .. ” (al-Qasas. 85)"

4 Fatchur Rahman, JImu Waris, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1975), 31.
5 Departemen Agama Rl, a/-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, 38.

® Ibid., 78.
7 Ibid., 396.
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4. Taby}'_n yaitu penjelasan, seperti firman Allah:
(Y).... sl dlad &2 (78 38

Artinya: “sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu tebusan
sumpah-sumpahmu. .. ” (at-Tahrim: 2)®

5. Ihlalyaitu menghalalkan, seperti firman Allah:
(A DD G a5 5 2 0 o 57
Artinya: “ tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah
dihalalkan baginya...” (al-Ahzab: 38)°
6. ‘Ata’yaitu pemberian, seperti semboyan bangsa Arab yang berbunyi:
Lo Yy Lo e e

Artinya: “ sungguh aku telah memperoleh darinya suatu pemberian dan
bukan pinjaman’*’

2. Pengertian secara Istilah

Secara ferminologi waris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris
yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Para ahli
faraid banyak memberikan definisi tentang ilmu faraid atau figh mawaris.
Walaupun secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang

sama.

% Ibid., 560.
® Ibid., 423.
%Fatchur Rahman, /imu Mawaris, 32.
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Muhammad asy-Syarbiny mendefinisikan ilmu Faraid adalah “ilmu
figih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara
penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan
pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi
setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.!' Sedang Hasbi ash-Shiddieqy
mendefinisikan “ ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat
warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh
tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”'? Begitu pula dengan
Muhyidin Abdul Hamid yang mendefinisikan “ ilmu yang membahas
tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak
menerimanya (ahli waris)”"? dan Rifa’i Arif mendefinisikan “ kaidah-kaidah
dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian
yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris) dan cara membagikan harta

peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.”"*

Warisan dalam konteks yang lebih umum berarti perpindahan hak
kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

hidup. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan adalah “soal apakah

' Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, Mughnil Muktah, juz III (Mustafa al-Babil Halby:
Kairo, 1958), 3.

Teungku Muhammad Hasbi, ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra, 1997), 6.

_ ¥ Muhammad Muhyidin *Abdul Hamid, Ahkam al-Mawaris fi asy-Syari’at al-Islamiyah ‘ala
Mazahib al-Aimmah al-arba’ah, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984),7.  _
4 Ahmad Rifa'l Arif, Taisir al-Ma’sur fi’ilmi al-Faraid, (Ponpes Dar al-Qalam: Tangerang,
tt), 1.
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dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang seseorang pada
waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih

hidup.”"®

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu faraid atau
figih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup,
baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak
menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara

penyelesaiannya.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam
1. Ayat-Ayat yang Mengatur Tentang Waris

Ayat-ayat yang mengatur tentang waris di antaranya adalah terdapat
dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat a/-Anfal (8) ayat
72 dan 75, serta surat a/-Ahzab (33) ayat 6.

a. Surat an- Nisa‘ayat 11:
&5 55 G G e o 558 i 68 048 il B e &0 &yl b Al e
A& R 8 54 & Gy A58 e Gl U gt 81 435 5 Calall 1B 315 &G
oS 3 Uy pomsd A5 283 e Gl 42506 3540 41 & 48 Sy 296 81 &85 45

(V1) LasSa e 8 ol &) i (0 Ay 5 S 281 ol 2 0555 Y 4005 344

1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, ( Bandung: Sumur Bandung, 1983),13.
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Mengandung beberapa garis hukum antara lain:

1) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-
anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak
perempuan

2) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua
pertiga

3) Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua
bagian

4) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan
sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si mayyit'®

b. Surat an- Nisa’ayat 12

555 G g ¢80 35 o 550 W5 4 2% 1 0y pegll B 6 Ly 2K
2

SURICN N RSP IRV e SRR [ JOWT R ST

Mengandung beberapa garis hukum kewarisan Islam, antara lain:

1) Duda karena kematian istri mendapat bagian seperdua dari harta
peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
2) Duda karena kematian istri mendapat seperempat bagian kalau si

istri meninggalkan anak

1 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.
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3) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperempat kalau si
suami tidak meninggalkan anak

4) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperdelapan kalau
si suami meninggalkan anak

5) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 adalah

sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang s/ mayyit'’

2. Sunnah Nabi

ot O gl Wl g ade B o it Jguny JU 10U e B ) e ol o0
Casl> 1 9 s olyy) bl S o sl o

Artinya: “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-
Qur’an)”. (HR. Muslim dan Abu Dawud)'®
AL i) ol g ade B Lo B Jpey JB 16 we B oy e o o0

(e 3z olgy) 3 oy oY 568 e Lob Lol

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda:
bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun

17 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 106-107.

18 Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, Sunan Abu Dawud, juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
Islamiyah, cet.I, 1996), 331. Lihat Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, Jami" as-Sahih, Juz V,
(Beirut: Dar al-Fikri, t.t), 60.
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sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat.” (HR. Muttafaq
Alaih)"
C.  Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-
Qur’an dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dalam pembahasan ini akan
dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara
kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas
tersebut adalah: asas jjbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas
semata akibat kematian.”’
1. Asas jjbari
Hukum kewarisan Islam didasarkan atas asas ijbari dalam pengertian
bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang
dikehendakinya.?'
Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan
sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas Jjjbari dalam hukum

kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang

yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

" Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhary, Matan Bukhari, juz_1V, (Beirut:
Maktabah Wa Mathba’ah, t.t), 23. Lihat Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, Jami’ as-Sahih,
59.

® Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 17.
3 Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 207.
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menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si mayyit atau

permintaan dari ahli warisnya.

Adanya unsur jjbari dalam hukum kewarian Islam tidak akan
memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan
hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta waris yang
ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul hutang si mayyit.
Kewajibannya hanya sekedar membayarkan hutang si mayyit dengan harta
yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasinya dengan hartanya

sendiri.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari

beberapa segi, yaitu:

a. Segi peralihan, mengandung arti bahwa harta si mayyit beralih dengan
sendirinya. Bukan dengan pengalihan yang tampak dengan adanya
usaha seseorang. Dapat dilihat dalam firman Allah surat an- Nisa*ayat
7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki dan perempuan
ada pasib atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib
kerabat. Dalam hal ini si mayyir tidak perlu menjanjikan sesuatu
sebelum ia meninggal, pegitu pula ahli waris.

b. Segi jumlah, berarti bahwa bagian atau hak ahli waris sudah ditentukan

Allah. Oleh karena itu si mayyit maupun ahli ahli waris tidak
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mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah
ditentukan. Adanya unsur jjbari dalam segi jumlah dapat dilihat dari
kata “mafudan” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau
diperhitungkan.

c. Segi kepada siapa harta beralih, berarti bahwa mereka yang berhak atas
harta peninggalan itu telah ditentukan dengan pasti. Seperti telah
disebutkan dalam firman Allah ayat 11,12 dan 176 surat an- Nisa*

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa
harta warisan beralih melalui dua arah, yaitu pihak garis keturunan laki-laki
dan garis keturunan perempuan.”> Asas bilateral ini secara nyata dapat

dilihat dalam firman Allah surat an- Nisa‘ ayat 7,11,12 dan 176.
3. Asas individual

Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-
bagi untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian
yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain.
Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri-sendiri atau tidak
berbuat demikian.” Seperti telah diterangkan dalam ayat-ayat kewarisan

surat an- Nisa‘ayat 7,11,12 dan 176 yang menjelaskan secara terperinci hak

2 Ibid., 19.
B Ibid., 21.
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masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan
pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat secara berkelompok atau
bersama, seperti dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam
ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam
ayat 176. Namun bentuk kolektif ini hanya sementara yaitu sebelum terjadi

pembagian secara individual.
4. Asas keadilan berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata ( Ja')
dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan
keperluan dan kegunaan.’* Secara mendasar perbedaan gender tidak
menentukan hak kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. Artinya
sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat
untuk mendapatkan warisan. Seperti menyamakan kedudukan laki-laki dan
perempuan dalam surat an- Nisa‘ ayat 7. Dan ayat 11,12 dan 176 secara
terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara
ayah dan ibu (11) suami dan istri (12) saudara laki-laki dan perempuan (12

dan 176).

2 Ibid., 24.



31

Tentang jumlah bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan

terdapat dua bagian:

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan, seperti ibu
dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan si mayyit
meninggalkan anak kandung (an- Nisa‘ayat 11)

b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak daripada perempuan, seperti

bagian anak laki-laki bersama anak perempuan (az- Nisa* ayat 11)

Ditinjau dari jumlah, bagian yang diperoleh saat menerima hak,
memang tidak sama. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil,
karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah
yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan

kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, laki-laki membutuhkan banyak materi dibandingkan
perempuan, dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban
ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk

kepada perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an- Nisa*ayat 34:

(1) ...aed 53l o 148 gy Gty I pgiad 'jzila:aé@emﬂ\uiag,ztj‘sagyt
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Artinya: “ Jaki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka
memberi natkah dengan harta mereka’®

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris.
Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat
bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil dan orang dewasa
tidak adil. Karena kebutuhan orang dewasa lebih banyak daripada anak
kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara,
tetapi dalam jangka waktu yang lama. Anak kecil mempunyai kebutuhan
material yang lebih lama daripada orang dewasa. Inilah keadilan yang

hakiki dalam pandangan Islam, keadilan berimbang bukan keadilan merata.
5. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta sesecorang kepada
orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah
yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta
seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama
yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk
peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara lansung atau setelah

ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam.2¢

» Departemen Agama R, a/-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, 84.
% Ibid., 28.
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1. Rukun
Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada
ahli warisnya dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga unsur
atau rukun, yaitu:

a. Haqqul Mawrus, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit
yang sudah bersih setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi
hutang, melaksanakan wasiat dan kewajiban- kewajiban lain. Disebut
juga dengan tirkah atau furas

b. Muwarris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati
hukmy

c. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarris
lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. >’

2. Syarat
Sebagimana rukun pewarisan, syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu:*®
a. Meninggalnya muwarris dengan sebenarnya maupun secara hukum
Kematian muwarris mutlak harus dipenuhi, menurut ulama’
keatian muwarris dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1) Mati haqiqy (sejati)

27 Solih Ahmad asy-Syamy, A/-Farsid Fighan Wa Hisaban, (Beirut: Al-Maktabatul Islamy,
2008), 13.

* Sayyid sabiq, Figh as-Sunnah, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2006), 1005,
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Mati haqiqy adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca
indera.

2) Mati hukmy (menurut putusan hakim)
Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim,
baik orangnya masih hidup atau sudah mati.

3) Mati faqdiry (menurut dugaan)
Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat
bahwa orang yang bersangkutan telah meninggal. %

b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si mayyif walaupun secara hukum

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih
hidup ketika muwaris meninggal dunia. Masalah yang terkadang muncul
adalah mafgud, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.

Masalah mafgud terjadi apabila keberadaan ahli waris tidak
diketahui apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwarrs
meninggal dunia. Maka pembagian waris dilakukan dengan cara
memandang si mafgud tersebut masih hidup. Hal itu dilakukan untuk
menjaga hak si mafgud apabila ternyata dia masih hidup. Apabila dalam

tenggang waktu yang patut ternyata si mafgud tersebut tidak datang,

¥ Fatchur Rahman, fimu Waris, 79.
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sehingga ia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di
antara para ahli waris lainnya.*®

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwarris
dalam keadaan mengandung ketika muwarr$ meninggal dunia. Maka
penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak
tersebut. Oleh karena itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai
anak tersebut lahir.*!

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih
yang saling mewarisi mati berbarengan. Misalnya seorang Bapak dan
anaknya tenggelam sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang
meninggal terlebih dahulu. Maka penetapan keberadaan mereka
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara

kasus perkasus.*?

. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang

pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam

1. Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam

% Otjie Salman dan Mustofa Hafas, Hukum Waris Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2002),5.

3 Ibid,

2 1bid, 6.
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Kewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari orang yang
meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dalam memiliki
dan memanfaatkan harta peninggalan. Kewarisan tersebut baru terjadi
apabila ada sebab-sebab yang mengikat muwarris dengan ahli warisnya.
Sebab-sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab
nasabiyah (adanya hubungan nasab) dalam hal ini adalah hubungan
kekerabatan. Dan sebab sababiyah (adanya sebab), dalam hal ini adalah

perkawinan dan wala’®

a. Perkawinan (il

Yaitu terjadinya akad nikah secara syar’/y antara seorang laki-laki
dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama
antara keduanya. Adapun perkawinan yang bati/ atau rusak tidak dapat
menjadi sebab mendapatkan waris.>* Berlakunya hubungan kewarisan
antar suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:

Pertama: antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.

Kedua: di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat
salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini apabila
salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah

putus dalam bentuk falak raj’fy dan perempuan masih dalam masa /ddah.

33 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, 29.
3% Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, 39.
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b. Kekerabatan (&!,2))

Kekerabatan adalah hubungan nasabiyah antara muwarris dengan
ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas a/-Furu’ (keturunan ke bawah), a/-
Usul (keturunan ke atas) dan a/- Hawasyi (keturunan menyamping).

Kekerabatan merupakan sebab kewarisan karena kelahiran, suatu
unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik
untuk anak turun, leluhur atau keluarga yang dihubungkan dengan si

mayy# melalui garis menyamping.

c. Wala’(sYs))

Wala’ adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh
Syari’ antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya

disebabkan adanya pembebasan budak.

2. Penghalang Kewarisan dalam Islam
Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang
menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak

mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai
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penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para fugaha’ sedangkan

berlainan negara masih diperselisihkan.*’

a. Perbudakan (3))

Mengenai budak, para ulama’ sepakat tidak berlakunya waris
mewarisi kepada ahli warisnya. Karena seorang budak adalah dalam
status milik tuannya dan tidak mempunyai harta dan hak harta atas
orang lain.’® Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat an-Nah/ ayat 75
“Allah telah membuat perumpamaan dengan hamba sahaya yang dimiliki

yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”’

b. Pembunuhan ( =)

Jumhur Fugaha’ telah sepakat menetapkan pembunuhan sebagai
penghalang waris. Hanya Fuqab; > dari golongan Khawarij yang
mengingkarinya.

FUL o b g e 1 o il gy JU 0k 0 4l 0 on o s 0
lpally Sl dlely Al de ol elgdy ghiylally , Sledl oly)) (o Slpl pa
B s o widy

3 Suparman Usman, figih Mawaris, 32.

3% A. Sukris Samandi, Trandsendensi Hukum Waris Islam Transformasi(Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1997), 31.

7 Departemen Agama Rl, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,, 275.

** Muhammad bin Ismail al-San’any, Subul as-Salam, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamyah,
2006), 10.
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¢. Berlainan agama (-l &3 o)

Berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi
pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Jumhur ulama’
berpendapat seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh
orang non muslim.* Sebagaimana sabda Nabi: “ tidaklah berhak seorang
muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi
muslim.”

Berbeda dengan pendapat sebagian ulama’ yang mengaku
bersandar pada pendapat Mu’ad bin Jabal yang mengatakan muslim
boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak sebaliknya. Alasan mereka
adalah bahwa Islam ya’lu wa la yu'la ‘alaihi (unggul, tidak ada yang

mengunggulinya)

d. Berlainan negara (2,11 (M)

para ulama’ sepakat bahwa berlainan negara bagi orang-orang
Islam tidak menjadi penghalang kewarisan. Tetapi bagi orang-orang non
Islam mereka berbeda pendapat. Sebagian menyatakan menjadi

penghalang, dan sebagian menyatakan tidak.*’

¥ ash-Shabuni, Pembagian Waris, 42.
“ Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, 427.
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F.  Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok Ahli Waris
Ahli waris adalah “orang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”*!
Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari
15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah :
a. Ahli waris laki-laki ada lima belas:*
1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
3) Bapak
4) Kakek sahih® dn seterusnya ke atas
5) Saudara laki-laki kandung
6) Saudara laki-laki sebapak
7) Sudara laki-laki seibu

8) Keponakan laki-laki sekandung

9) Keponakan laki-laki sebapak

" Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 ayat c, 475.
2 Suparman Usman, Figih Mawaris, 63-64.

Y Kakek sahih adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan
dengan ahli waris perempuan. Atau biasa disebut kakek. Sedangkan kakek dari pihak ibu disebut
kakek ghoiru shohih. Lihat Suparman Usman, Figih Mawaris, 63.
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10) Paman sekandung
11) Paman sebapak
12) Sepupu laki-laki sekandung
13) Sepupu laki-laki sebapak
14) Suami
15) Laki-laki yang memerdekakan budak
b. Ahli waris perempuan ada sepuluh:
1) Anak perempuan
2) Cucu perempuan
3) ibu
4) Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
5) Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas
6) Saudara perempuan sekandung
7) Saudara perempuan sebapak
8) Saudara perempuan seibu
9) Istri
10) Perempuan yang memerdekakan budak
Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam Hukum Waris Islam,

keberadan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk
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menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah
janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.*
2. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya
Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian
(fard) tertentu, mereka disebut ahli waris ashab al-furud atau Zawy al-furud.
Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa
pembagian setelah diambil oleh ahli waris ashab al-firud, mereka disebut
ahli waris ‘gsabah. Golongan ahli waris yang ke tiga adalah keluarga
terdekat yang disebut dengan zawy al-arham. golongan ketiga ini masih
diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an
tentang bagiannya (fard) atau ‘asabah.”
a. Ashab al-furud
Kata furud (0=s%) merupakan jamak dari kata al-fard (ua_il).
Para ulama’ Faraid memberikan definisi dengan redaksi berbeda, namun
mempunyai maksud yang sama.
Hasbi ash-Siddieqy, mengemukakan bahwa fard adalah “bagian
yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan

baik dengan nash ataupun dengaan ijma’.”*

4 Otje Salman dan Mustafa Haffas, Hukum Waris Islam, 53.
4 Suparman Usman, Figih Mawaris,65.
“Hasbi ash-Shiddieqy, Figihh Mawaris, 59.
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Hasanain Muhammad Makhluf, mengemukakan bahwa pengertian
fard adalah “saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk
para ahli waris dalam menerima harta warisan.”*’

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan ashab al-furud adalah para ahli waris yang mempunyai bagian
tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ dan bagiannya itu tidak akan
bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yamg terjadi
radd atau ‘aul.

Ashab al-furud dibagi dalam dua bagian, yaitu:
pertama: ashab al-furud sababiyyah, yaitu suami (duda) dan istri (janda),
mereka mendapat harta waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah.
Kedua: ashab al-furud nasabiyyah, yaitu ashab al-furud selain suami dan
istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan
darah.**

Bagian tertentu atau firud al-muqaddarah dalam al-Qur’an hanya
ada enam macam:

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

" Hasanain Muhammad Makhluf, a/-Mawaris fi Syariah al-Islamiyah, (Kairo: Lajnah al-Bayan
al-araby, 1958), 37.
* Abdul Manan, Hukum Perdata Islam, 216.



a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama far’ al-waris (anak turun
si mayyit yang dapat mewarisi dengan jalan:a. ‘usubah, yaitu anak
laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah b. fard,
yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke
bawah).

b) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi
bersama anak laki-laki.

¢) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak
mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-
laki dan anak perempuan.

d) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak
bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan far’ al-waris.

e) Saudara perempuan sebapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama
saudara laki-laki sebapak, far’ al-waris serta saudara laki-laki atau
perempuan kandung.

2) Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan far’ al-waris atau tidak
bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun

perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu.
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Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua
orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan far’ al-waris
atau gs/ az-zakarin (leluhur si mayyit yang berhak menerima

waris) yaitu bapak dan kakek.

3) Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

a)

b)

Suami, apabila mewarisi bersama far’ al-waris.

Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama far’ al-waris.

4) Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

c)
a)

b)

d)

Ayah, apabila mewarisi bersama far’ al-waris.

Ibu, apabila mewarisi bersama far’ al-waris. Atau beberapa
saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Kakek, apabila mewarisi bersama far’ al-waris. Tetapi tidak
mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si
mayyit.

Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewaris bersama bapak,
ibu, atau nenek yang lebih dekat.

Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewaris bersama ibu, atau

nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
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e) Saudara perempuan sebapak (scorang atau lebih), apabila
mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan
saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki
sebapak.

f) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan
tidak bersama far’ al-waris atau bapak dan kakek.

g) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila
mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu
laki-laki pancar laki-laki.

5) Seperdelapan (1/8)
Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu
istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan far’ af/ waris.

6) Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila
mereka tidak bersama-sama dengan mu’asibnya (orang yang
menyebabknnya menerima ‘asabah)

b) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila
mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau

mu’asibnya
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¢) Dua orang saudara perempuan sckandung atau lebih, apabila
mereka tidak bersama-sama dengan mu ’asibnya
d) Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, apabila mereka
tidak bersama-sama saudara laki-laki sebapak serta tidak bersama
bapak, far’ al waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki
pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta
saudara laki-laki atau perempuan sekandung. *°
Disamping firud al-muqaddarah yang enam di atas, masih
terdapat satu macam firud al-muqaddarah hasil ijtihad jumhur Fugaha’
yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.>
b. ‘Asabah
Kata ‘Asabah berasal dari kata ‘asib yang berarti kerabat
seseorang dari pihak bapaknya. Para fugaha’ menyebutkan tiga macam
kedudukan ‘asabah, yaitu:
1. ‘Asabah binafiihi, ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang hubungannya
lansung dengan si mayyit tidak diselingi oleh seorang perempuan.
2. ‘Asabah bigayrihi, ialah tiap perempuan yang mempunyai fard yang
dalam menerima ‘ysubah memerlukan kepada yang lain dan dia

bersekutu dengan yang lain.>'

% Ahmad Rofiq, Figih Mawaris, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1995), 54.
%0 Fathur Rahman, Jimu Waris, 128.
$'Hasbi ash-Shiddiqi, Figih Mawaris, 153.
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3. ‘Asabah ma’a gayrihi, ialah scorang wanita yang memerlukan orang
lain dalam menerima ‘usubah sedangkan orang lain itu tidak
bersekutu menerima ‘usubah tersebut. >

c. z'.;wy al-arham

zawy al-arham berasal dari bahasa arab zawu dan al-arham yang
mencakup arti yang luas, yaitu seluruh keluarga yang mempunyai
hubungan kerabat dengan orang yang meninggal.

Para ulama’ Faraid memberikan definisi zawy al-arham adalah

“setiap kerabat yang bukan ashab al-furud dan bukan golongan

‘asabah.’”

*? Ahmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), 92.

%3 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, 446.



BAB II

PENETAPAN BAGIAN WARIS JANDA ATAU DUDA DI DESA
BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Babadan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan
Babadan kabupaten Ponorogo yang terdiri dari empat dusun, yaitu: dusun
Kanten I, dusun Kanten II, dusun Babadan, dan dusun Karang Talok. Luas
wilayah desa Babadan sekitar 361,877 ha/m®. Dengan rincian: luas
pemukiman (20,002 ha/m?) luas persawahan (247,970 ha/m?) kuburan (062
ha/m’) pekarangan (71,060 ha/m?) taman (0,415ha/m®) perkantoran (1,1
ha/m?) prasarana umum lain (20, 71 ha/m?)'  desa Babadan merupakan
dataran rendah (34, 877 ha/m®) Serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel 1

Batas Wilayah Desa

No | Letak Batas Desa

1 Sebelah utara Desa Ngrupit kecamatan Jenengan

2 | Sebelah selatan Desa Cokromenggalan kecamatan Ponorogo
3 | Sebelah timur Desa Pondok kecamatan Babadan

4 | Sebelah barat Desa Ngrupit kecamatan Jenengan

(Sumber: Daftar Isian Profil desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

! Sumber data. daftar isian profil desa dan tingkat perkembangan desa 2010.
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Letak wilayah desa Babadan dengan pusat pemerintahan kecamatan
Babadan adalah satu km dengan waktu tempuh kendaraan bermotor 0,002
jam. Dan 10 km dari kabupaten Ponorogo (0,25 jam) serta 195 km dari

provinsi (4,5 jam)

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Babadan secara keseluruhan berjumlah 4711 orang.
Yang terdiri dari 2305 orang laki-laki, dan 2406 orang perempuan. Dengan

Jumlah kepala keluarga (KK) 1336. Dan kepadatan penduduk 1371/km’.
b. Ekonomi

Masyarakat desa Babadan mayoritas adalah masyarakat petani, hal
ini terbukti dengan adanya lahan persawahan yang luas dan banyaknya
lahan persawahan di sekeliling tempat pemukiman atau tempat tinggal.
Serta mayoritas masyarakat desa Babadan yang bekerja sebagai buruh

tani.
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Tabel IT

Mata Pencaharian
No | Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan
1 Petani 520 orang 278 orang
2 Buruh tani 606 orang 850 orang
3 PNS 80 orang 35 orang
4 Pengrajin industri rumah tangga 5 orang 6 orang
5 Pedagang keliling 17 orang 13 orang
6 TNI 5 orang -
7 POLRI 2 orang _ -
8 Pensiunan PNS/TNIVPOLRI 10 orang 3 orang
9 Pengusaha kecil dan menengah 5 orang -
10 | Sopir 31 orang -

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

c. Sosial keagamaan

Masyarakat desa Babadan mayoritas beragama Islam. Dari

keseluruhan jumlah penduduk desa Babadan yang berjumlah 4711

orang. Hanya lima orang yang beragama lain, yaitu Kristen katolik.

Walaupun demikian keadaan keagamaan masyarakat desa

Babadan masih membutuhkan banyak pengarahan. belum dapat

dikatakan agamis, dikarenakan untuk mendirikan atau mengadakan

suatu kegiatan keagamaan seperti pengajian kitab atau pengajian yang

lain masih membutuhkan banyak perjuangan.

2 Masyhud, Wawancara, Babadan, 06 Juli 2011.
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Fasilitas keagamaan yang sudah ada adalah masjid berjumlah 6
buah dan 25 musholla. Serta tiga pendidikan diniyah dengan jumlah 89
siswa. Menurut penuturan warga yang sekaligus ketua RT di Dusun
Kanten I, musholla yang berdiri di dekat rumahnya dapat dikatakan
belum lama, beliau juga menuturkan masyarakat desa Babadan dalam
mematuhi ajaran agama, seperti sholat masih termasuk baru.’

d. Pendidikan

Pendidikan formal keagamaan hanya ada satu sekolah Islam,

yang bemama Roudhotul Athfal, dengan jumlah siswa 39 orang.

Sedang pendidikan formal sebagaimana dalam tabel:

Tabel III
Fasilitas Pendidikan
No | Gedung | Jumlah Tenaga Pengajar Jumlah siswa
1 TK 4 8 141
2 _|[SD 3 20 262
3 SMP 1 29 292

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

Tabel IV
Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Laki-laki perempuan
1 Tamat SD 675 715
2 Tamat SMP 425 442
3 Tamat SMA 210 232
4 DI1-D3, S1-S3 88 orang laki-laki dan perempuan

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

3 Jarkoni, Wawancara, 07 Juli 2011.
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Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda di Desa Babadan

Masyarakat desa Babadan mayoritas beragama Islam. Walaupun
demikian dalam pembagian waris masyarakat desa Babadan mayoritas tidak
menggunakan hukum waris Islam. Seperti pelaksanaan pembagian waris di
daerah Jawa yang lain, dalam pembagian waris tidak lepas dari pengaruh
lingkungan, keluarga, adat setempat dan faktor-faktor lain. Begitu pula yang
terjadi dalam masyarakat desa Babadan kecamatan Babadan kabupaten
Ponorogo. Dalam pembagian waris mereka tetap mempertahankan tradisi yang
melekat pada kebiasaan hidup bermasyarakat dan berkeluarga yang sudah

berlaku dalam waktu yang cukup lama.*

1. Latar Belakang Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

Janda adalah istri muwarris yang sah dan duda adalah suami muwarris
yang sah. Penetapan bagian waris bagi janda dan duda di desa Babadan
adalah sama besarnya dengan bagian anak. Dikarenakan pembagian waris
yang dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga adalah dengan
bagian yang sama rata antara ahli waris. Dan janda atau duda adalah ahli
waris utama yang bersama-sama anak dalam menerima harta waris. Tidak
ada bagian (fard) yang pasti bagi ahli waris dalam menerima warisan,

termasuk janda dan duda.

4 Suharto, Wawancara, Ponorogo, 07 Juli 2011.
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Masyarakat Babadan adalah masyarakat yang patuh kepada tradisi
yang telah diwariskan dari leluhur mereka dalam hal pembagian waris.
Kepatuhan terhadap tradisi inilah yang melatarbelakangi masih
dilaksanakannya penetapan bagian waris janda atau duda yang sama besar
dengan bagian waris anak sampai saat ini. Selain itu minimnya pemahaman
atau pengetahuan agama serta minimnya sosialisasi menjadi salah satu
alasan masyarakat desa Babadan masih mengikuti tradisi pembagian waris
menurut tradisi setempat. Tidak ada alasan lain yang lebih utama dalam
menentukan penetapan bagian waris janda dan duda dengan bagian yang
sama besarnya dengan bagian anak kecuali alasan keadilan dan kerukunan.

Adil menurut mereka adalah bagi rata terhadap semua ahli waris
tanpa ada pembedaan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di
antara mereka. Karena walaupun janda dan duda mendapatkan bagian waris
yang sama besar dengan bagian anak, tetapi pada dasarnya janda dan duda
mempunyai tanggungan untuk merawat anak-anak mereka yang belum
dewasa.’

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara
terthadap keluarga dan tokoh yang melakukan pembagian harta waris

menurut tradisi Babadan, adalah bahwa peralihan harta dilakukan setelah

® Ratnawati, Wawancara, 10 Agustus 2011
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muwarri$ meninggal dunia dengan ahli waris utama janda atau duda dan
anak. Dengan pembagian harta secara merata terhadap semua ahli waris.

Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Sumojiman yang meninggal
pada tahun 1999. Dengan meninggalkan enam ahli waris, yaitu Gemi
(janda) dan lima orang anaknya, mereka adalah Sumirah, Susilowati,
Sunarti, Budi Hartono dan Agus Wijaya.

Maurus atau harta peninggalan yang ditinggalkannya adalah sepetak
tanah yang dibagi rata kepada keenam ahli warisnya. Hal ini dilakukan
semata-mata karena pembagian harta waris dengan sistem seperti ini sudah
menjadi tradisi yang berlaku di Babadan®

Pada keluarga Bapak Sastrosarni yang meninggal pada tahun 2011.
Dengan ahli waris Suryani, Sriyanti, Budiono Herli dan Esti, yang
semuanya adalah anak dari si mayyif, mereka mendapatkan bagian harta
waris dengan bagian sama rata, yang sebelumnya harus dengan adanya
kesepakatan dari semua ahli waris.’

Mayoritas mereka kurang mengetahui tentang hukum waris Islam.
Walaupun demikian mereka atau ahli waris memandang bahwa cara
pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian yang sudah
adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima harta waris adalah sama-

sama kerabat yang utama bagi muwarris, sehingga tidak perlu adanya

¢ Gemi, Wawancara, Ponorogo, 09 Juli 2011.
7 Suryani, Wawancara, Ponorogo, 09 Juli 2011
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pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan antara janda atau
duda dan anak.

Selain alasan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam, ada
alasan yang lebih penting dalam pembagian waris di Babadan, yaitu alasan
kerelaan antara semua ahli waris. Terbukti bahwa walaupun mayoritas
masyarakat Babadan kurang mengetahui hukum waris Islam, tetapi dalam
penyelesaian sengketa waris ketika mereka mengundang sekretaris desa
yang sekaligus tokoh masyarakat di Babadan. Dalam penyelesaiannya harta
waris tidak langsung semata-mata dilakukan menurut tradisi yang sudah
berlaku di Babadan tetapi para ahli waris akan diberi tahu tentang
pembagian waris secara hukum Islam dan secara tradisi yang berlaku di
Babadan.?

Dalam kenyataannya masyarakat Babadan mayoritas memilih
pembagian secara tradisi yang telah berlaku di Babadan. Walaupun
demikian pembagian tetap dilakukan dengan menggunakan hukum waris
Islam terlebih dahulu selanjutnya dengan menggunakan tradisi yang sudah
berlaku.’ Hal ini membuktikan bahwa kerelaan antara ahli waris telah

terwujud.

: Masyhud, Wawancara, Ponorogo, 07 Juli 2011.
Ibid.
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2. Ahli Waris
Tradisi yang berlaku dalam masyarakat Babadan adalah bahwa ahli
waris adalah anak-anak dan janda atau duda, mereka ini adalah ahli waris
utama. Selama ahli waris utama masih hidup, maka tidak ada kerabat lain
yang dapat menerima hak waris. '°
Orang tua muwans (bapak dan ibu) baru dapat menjadi ahli waris
apabila ahli waris utama tidak ada, selanjutnya adalah saudara-saudara

muwarris."”’!

3. Proses Pembagian Waris

Harta peninggalan mayyit di Babadan dibedakan antara harta bawaan
dan harta gono-gini. Harta bawaan adalah harta yang dibawa si mayyit yang
diperoleh sebelum perkawinan. Sedangkan harta gono-gini adalah harta si
mayyit yang diperoleh selama perkawinan.'?

Pembagian harta si mayyit tidak semata-mata dilakukan secara
langsung, akan tetapi akan dipilah terlebih dahulu antara harta bawaan
mayyit dan harta gono-gini. Harta bawaan mayyit adalah harta si mayyit
yang dapat dibagi secara keseluruhan kepada semua ahli waris, sedangkan

harta gono-gini adalah harta yang diperoleh mayyit selama perkawinan

10 Masyhud, Wawancara, Ponorogo, 08 Juli 2011.
! Ratnawati, Wawancara, Ponorogo, 06 Juli 2011.
2 Syamsuddin, Wawancara, Ponorogo, 10 Agustus 2011.
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bersama janda atau duda, sehingga sebelum harta si mayyit tersebut dibagi
kepada semua ahli waris, terlebih dahulu harus dipisahkan antara harta yang
diperoleh si mayyit dan yang diperoleh janda atau duda.'

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia atau disebut
dengan tirkah sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dikurangi
dengan hak-hak si mayyit. Begitu pula yang terjadi di desa Babadan. Harta
waris dibagi kepada semua ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-
kewajiban si mayyit seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang,
wasiat dan kewajiban lain seperti gadai, zakat dan sebagainya.'*

Proses pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah antar
keluarga terlebih dahulu dan diusahakan jangan sampai terdengar oleh
orang lain. Pembagian harta waris didasarkan atas asas keadilan dan
kerukunan anggota keluarga, inilah salah satu asas atau dasar yang dipegang
masyarakat desa Babadan dalam menentukan bagian waris dengan bagian
yang sama rata antara ahli waris tanpa ada pembedaan antara ahli waris
laki-laki dan perempuan, termasuk bagian waris janda atau duda yang sama
bagiannya dengan bagian anak.

Pada prinsipnya pembagian dilakukan dengan sama rata, tetapi atas
dasar kepantasan dan suka rela, ahli waris yang merawat orang tua semasa

hidupnya sampai meninggal berhak mendapatkan bagian waris yang lebih

" Ibid.
' Surtiah, Wawancara, 10 Agustus 2011
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banyak daripada ahli waris lainnya dengan syarat mendapatkan persetujuan
dari semua ahli waris.

Begitu pula halnya dengan diperbolehkannya penolakan ahli waris
dalam mendapatkan bagian waris karena adanya sebab-sebab tertentu,
dengan syarat adanya unsur kerelaan dari semua pihak. Seperti yang terjadi
pada pembagian harta waris bapak Bajuri (muwarris), dengan ahli waris
Kasinem (janda) dan empat orang anaknya yaitu Siti Mariyah, Syamsuddin,
Masduki dan Nur Hadi S.pdi. Salah satu di antaranya yang bernama Nur
Hadi tidak meminta bagian waris karena sudah disekolahkan sampai tingkat
perguruan tinggi. Sedangkan saudara yang lain tidak ada yang sampai
perguruan tinggi.15

Waktu pembagian waris yang berlaku dalam masyarakat desa
Babadan biasanya dilakukan setelah seribu hari dari kematian muwarris.
Dikarenakan unsur kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti
penuturan bapak Masyhud (sekretaris desa sekaligus salah satu orang yang
menangani sengketa waris di desa Babadan) “wong kuburane jek teles,
mosok wes ate ngurusi dunyo™°

4. Sengketa Waris
Sudah menjadi fitrah manusia cinta akan harta benda. Dalam masalah

pembagian waris tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena itu

15 Syamsuddin, Wawancara, Ponorogo, 09 Juli 2011.
16 Masyhud, Wawancara, Ponorogo, 08 Juli 2011.
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sengketa pembagian waris pasti pernah terjadi di berbagai daerah, termasuk
juga di desa Babadan.

Asas yang selalu diutamakan adalah asas keadilan dan kerukunan
antara anggota keluarga, maka ketika terjadi sengketa waris, masyarakat
desa Babadan tidak pernah membawa perkara sengketa waris ke pengadilan.
Mereka lebih memilih jalan secara kekeluargaan.

Proses pembagian waris dilakukan dengan jalan musyawarah antar
keluarga, apabila terjadi sengketa, biasanya mereka atau ahli waris meminta
bantuan kepada sekretaris desa untuk bersama-sama bermusyawarah
mencari solusi yang tepat.

Sekretaris desa selain tugasnya melayani desa juga bertugas sebagai
hakim pendamai, salah satunya adalah hakim pendamai dalam urusan
pembagian waris.'’

Ada beberapa alasan yang menjadi sebab masyarakat Babadan tidak
membawa masalah sengketa waris ke pengadilan Agama, di antaranya
adalah karena:

a. Masalah harga diri (menjaga nama baik keluarga). Dalam pewarisan
sebagai obyeknya adalah harta benda karena itu tidak diragukan lagi bila
sering timbul pertengkaran karena ketidakpuasan di sebagian anggota

keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu mereka

7 Masyhud, Wawacara, Ponorogo, 08 Juli 2011.
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membagi harta waris dengan bermusyawarah antar keluarga ahli waris
sesuai kesepakatan bersama.

b. Kebiasaan nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih dianut
(karena tradisi).

c. Lebih mencerminkan persaudaraan, kerukunan, keadilan, dan tolong

menolong sesama keluarga (ahli waris)



BABIV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BAGIAN
WARIS JANDA DAN DUDA DI DESA BABADAN KECAMATAN
BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A.  Analisis Terhadap Latar Belakang Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

Dari hasil penelitian telah menyebutkan bahwa latar belakang
masyarakat Babadan menetapkan bagian waris janda atau duda besar
bagiannya sama dengan bagian anak mayoritas adalah karena mereka sangat
memegang tradisi yang telah ada dalam waktu yang cukup lama .Mereka atau
ahli waris memandang bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini
adalah pembagian yang sudah adil, karena pihak-pihak yang berhak menerima
harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi muwarris, schingga
tidak perlu adanya pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan dan
antara janda atau duda dan anak. Hal tersebut dilakukan adalah berdasarkan
kerelaan dan kerukunan hidup berkeluarga.

Al-‘Urf (adat) adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya,
baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan. A/-‘Urf ada dua macam,

yaitu: Pertama , adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia,
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yang tidak bertentangan dengan syara’. Kedua, adat yang rusak adalah
kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara’.!

Menurut hemat penulis pada dasarnya tradisi yang dipegang masyarakat
tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena menetapkan bagian waris
janda dan duda serta anak dengan bagian yang sama besar, padahal di dalam
syara’ (al-Qur’an) telah diatur tentang bagian masing-masing ahli waris secara
pasti (furud al-mugaddarah). Oleh karena itu tradisi pembagian waris di desa
Babadan yang berlaku tidak dapat dijadikan adat (‘ urfj dan tidak dapat dianut,
karena bertentangan dengan Syara’.

Akan tetapi apabila diteliti lebih jauh, bahwasanya dalam memegang
tradisi yang ada, telah terwujud adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli
waris dengan tujuan membangun kerukunan hidup berkeluarga dan
mencipatakan keadilan dengan bagian sama rata, maka sesuai dengan latar
belakang kerelaan, keadilan dan kerukunan tersebut dapat dibenarkan sesuai
dengan syara’. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI “para ahli waris
dapat bersecpakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya’?

Selain karena hal yang telah tersebut di atas, masyarakat Babadan
kurang mengetahui tentang hukum waris Islam, oleh karena itu menurut

penulis tidak melanggar hukum Islam, karena adanya unsur tidak tahu, Maka

! Faiz Muttaqin, Jimu Ushul Fiigih Terjemah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 117
? Kompilasai Hukum Islam pasal 183.
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tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui akan hukumnya. seperti
diterangkan dalam ayat al-Qur’an surat al-isra’ ayat 15: “..dan seorang yang
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa

sebelum kami mengutus seorang rasul.”™

Analisis Terhadap Penetapan Bagian Waris Janda atau Duda

1. Analisis Terhadap Ahli Waris

Mayoritas keluarga masyarakat desa Babadan menganggap ahli
waris adalah anak-anak serta salah satu suami atau istri yang masih hidup
(janda atau duda). Oleh karena itu mereka memberikan harta waris hanya
kepada anak-anak dan salah satu suami atau istri (janda atau duda), tanpa
memperhatikan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan mereka yang pada hakikatnya adalah
sebagai ashab al-furud, seperti orang tua dan saudara-saudara pewaris.

Ketentuan yang demikian adalah tidak sesuai dengan hukum waris
Islam karena hukum Islam telah mengatur secara jelas dan pasti tentang
ahli waris dan hak-haknya. KHI pasal 171 menyebutkan bahwa pewaris
(muwarris) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama beragama

? Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, 283.
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Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli
waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Analisis Terhadap Proses Pembagian Waris
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa dalam proses
pembagian harta, masyarakat Babadan tidak langsung membagi seluruh
harta, tetapi memilah terlebih dahulu harta si mayyit, antara harta bawaan
dan harta gono-gini. Dan harta (tirkah) dibagi setelah dikurangi untuk
kewajiban-kewajiban mayyit.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam

Sebagaimana uraian pada bab III proses pembagian waris di desa
Babadan dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dengan
menentukan bagian waris dengan bagian yang sama rata antara ahli waris
tanpa ada pembedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, termasuk
bagian waris janda atau duda yang sama bagiannya dengan bagian anak.

Proses pembagian dengan cara musyawarah antara keluarga, hal itu
diperbolehkan. Karena agama Islam menganjurkan untuk bermusyawarah
dalam memutuskan suatu urusan-urusan yang baik. Sebagaimana firman

Allah dalam surah a/-Syura (42): ayat 38
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Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) servan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan merecka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mercka; dan mercka menafkahkan sebagian
dari rizki yang Kami berikan kepada mereka’™

Mengenai pembagian dengan bagian sama rata tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam hukum Islam telah ditentukan
bagian masing-masing ahli waris (firud al-mugaddarab). Bagian suami
(duda) adalah setengah (1/2) apabila tidak ada anak atau cucu dan
seperempat (1/4) apabila bersama anak atau cucu sedangkan bagian istri
(janda) adalah seperempat (1/4) apabila tidak ada anak atau cucu dan
seperdelapan (1/8) apabila bersama anak atau cucu. Sebagaimana
diterangkan dalam surat an-Nisa’ayat 12:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuli wasiat yang merecka buat atau (dan)
sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah
dibayar hutang-hutangmu...”

* Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan Terjemahnya487.
* Departemen Agama Rl, a/-Qur’an dan Terjemahnya, 79.
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3. Analisis Terhadap Sengketa Ahli Waris
Berkaitan dengan sengketa waris yang terjadi di Babadan,

bahwasanya masyarakat desa Babadan menyelesaikan masalah sengketa

waris kepada tokoh masyarakat setempat. Mereka tidak pernah

mengajukan masalah tersebut ke pengadilan agama dengan beberapa
alasan, yaitu:

a. Masalah harga diri (menjaga nama baik keluarga). Dalam pewarisan
sebagai obyeknya adalah harta benda karena itu tidak diragukan lagi
bila sering timbul pertengkaran karena ketidakpuasan di sebagian
anggota keluarga. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal itu
mereka membagi harta waris dengan bermusyawarah antar keluarga
ahli waris sesuai kesepakatan bersama.

b. Kebiasaan nenek moyang dahulu yang sampai sekarang masih dianut
(karena tradisi)

c. Lebih mencerminkan persaudaraan, kerukunan, keadilan, dan tolong
menolong sesama keluarga (ahli waris)

Sehubungan dengan sebab-sebab di atas, maka menurut analisis
penulis bahwa tindakan tidak membawa masalah waris ke Pengadilan
Agama dalam penyelesaian pewarisan adalah tidak melanggar hukum
Islam. Umat Islam secara pribadi boleh menyelesaikannya sendiri antara

ahli waris, dengan syarat mengerti tentang hukum kewarisan Islam dan
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tidak menyalahi ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis dan

Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah;
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Artinya: “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-
Qur’an)”. (HR. Muslim dan Abu Dawud)®

Walaupun masyarakat Babadan mayoritas kurang mengetahui

tentang hukum waris islam, tetapi ketika terjadi sengketa mereka meminta

fatwa kepada tokoh agama setempat.

$ Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, Sunan Abu Dawud, 331. Lihat Abu Husain Muslim bin
Huijjaj al-Qusyairy, Jami”’ as-Sahih, Juz V, 60.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Alasan yang melatarbelakangi penetapan bagian waris janda atau duda
adalah kuatnya tradisi pembagian waris setempat yang sudah berlaku
dalam waktu yang cukup lama. Menurut mereka pembagian secara
merata antara ahli waris termasuk di dalamnya bagian janda atau duda
dengan bagian anak tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, janda, duda
dan anak adalah cara pembagian yang adil, karena pihak-pihak yang
berhak menerima harta waris adalah sama-sama kerabat yang utama bagi
muwarris, sehingga tidak perlu adanya pembedaan di antara mereka.
Asalkan ada kerelaan di antara para ahli waris.

Bagian masing-masing ahli waris termasuk bagian janda, duda dan anak
telah ditentukan dengan pasti di dalam al-Qur’an (furid al-mugaddarah)
dengan bagian tertentu, walaupun demikian dalam penetapan bagian
waris janda atau duda tersebut adalah dengan adanya kerelaan di antara

para pihak. Maka menurut ketentuan hukum Islam tersebut, penetapan
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bagian waris duda atau janda yang sama besar bagiannya dengan bagian
anak adalah sejalan dengan hukum Islam karena masing-masing ahli
waris telah mengetahui bagiannya dan saling merelakan. Sebagaimana
diatur dalam pasal 183 KHI “para ahli waris dapat bersepakat
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-

masing menyadari bagiannya”

B. Saran
Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan
mensosialisasikan pengetahuan  tentang hukum waris Islam, sehingga
masyarakat mengetahui dan memahami cara pembagian secara Islam. Serta
menerapkan tradisi yang sesuai dengan syariat Islam, mengingat mayoritas
penduduknya adalah muslim, yang sudah seharusnya bertindak dan bertingkah

laku sesuai tuntunan syariat.
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